LAMPIRAN
Undang-undang Pemilihan Umum
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
Didalam Bab | ketentuan umum Undang-Undang tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



10.

Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan
Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi,
adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di
provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan
Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa

atau nama lain/kelurahan.
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Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS,
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya
disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk
melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah
petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran
dan pemutakhiran data pemilih.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi
adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di provinsi.



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu
Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama
lain.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu
Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau
nama lain/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah
Republik Indonesia atau di luar negeri.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota

DPD.



27. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

28. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Peserta pemilu.

29. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para
Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

30. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan
aktivitas kampanye.

31. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP
DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah
seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu
dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi
di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai
Politik Peserta Pemilu.

32. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP
DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah
dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah
perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tinjauan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah yang berhubungan dengan:



» Larangan dalam kampanye terdapat pada pasal 86 yang berbunyi

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:

a.

mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta

Pemilu yang lain;

. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

mengganggu ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari
tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta

Kampanye Pemilu.



(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang

mengikutsertakan:

a.

g.
h.

Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung,
dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan
hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah;

pegawai negeri sipil;

anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

kepala desa; dan

perangkat desa.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai

pelaksana Kampanye Pemilu.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf

g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

» Sanksi atas pelanggaran larangan kampanye terdapat pada pasal 88,89 dan 90

yang berbunyi

e Pasal 88



Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran
larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan
ayat (2) oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam
Undang- Undang ini.

e Pasal 89
Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta
Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu,
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota
tertentu; atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu,
dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
e Pasal 90
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada

pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR,



DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan
berupa:
a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
b. Dasar Hukum Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2013
Didalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang
perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 mengenai
pengajuan bakal calon yang berlatar belakang kepala desa terdapat pada pasal 17,18
dan 19 yaitu:
e Pasal 17
(1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh
pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.
(2) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk pimpinan

partai politik tingkat pusat atau sebutan lainnya.



b. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk pimpinan partai politik
tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya.
e Pasal 18

(1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan
dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan untuk Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model B).

(2) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai
Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi
dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta
Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan
partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang sesuai tingkatannya.

(3) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai daftar
bakal calon yang memuat nomor urut dan nama bakal calon untuk setiap
daerah pemilihan, dengan menggunakan formulir Daftar Bakal Calon
untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
(Model BA).

e Pasal 19



Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana

dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan

masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang
masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar
negeri.

b. Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap
berumur 21 tahun atau lebih, bertaqgwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia
kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945 (Model BB).

c. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang
dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.

d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun

atau lebih (Model BB-1).

Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang

menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2)

dilampiri :

1. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan
bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.

2. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-
ulang.

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter

puskesmas atau rumah sakit pemerintah.

. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari

Ketua PPS.

. Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih

menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

(Model BB-3).

surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :

1. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota

POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
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BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4).

2. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat
persetujuan pimpinan partai politik asal (Model BB-5).

3. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model BB-6).

4. Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7).

Surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan (Model BB-8).

Surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat

Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber

dari keuangan negara (Model BB-9).

Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku.

. Surat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1

(satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan (Model BB-10).
Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk

dipublikasikan (Model BB-11).
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0. Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima)

lembar dan softfile.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap . Darmawan

Tempat dan Tanggal Lahir : Tamban, 09 April 1992

Agama . Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : JI. Purwosari Baru, Rt. 06 Rw. 002 Kec.
Tamban Kab. Barito Kuala

Pendidikan:

a. SD Negeri Purwosari Baru | lulus tahun 2004

b. MTs Negeri Tamban lulus tahun 2007

C. MA Negeri 3 Marabahan lulus tahun 2010

d. IAIN Antasari Banjarmasin lulus tahun 2017

Pengalaman Organisasi:
a. HMJ Hukum Tata Negara (Siyasah)
b. Resimen Mahasiswa

Orang Tua:

Ayah

a. Nama : H. Hasim

b. Pekerjaan . Petani

c. Alamat : JI. Purwosari Baru, Rt. 06 Rw. 002 Kec.
Tamban Kab. Barito Kuala

Ibu

a. Nama . Hj. Lanjar

b. Pekerjaan . Petani



c. Alamat

Saudara (Jumlah Saudara)

- JI. Purwosari Baru, Rt. 06 Rw. 002 Kec.

Tamban Kab. Barito Kuala

: Anak ke empat dari empat bersaudara

Banjarmasin, 30 Desember 2016
Penulis,

Darmawan



